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TINJAUAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DENGAN 





 Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data tinjauan yang 
termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan 
Pasal 19 Ayat (2) UUPA. Dalam praktek di masyarakat ternyata sertipikat hak 
atas tanah bukan merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah, 
tetapi hak-hak lama seperti girik dan juga kwitansi merupakan bukti 
kepemilikan hak atas tanah, yang didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) PP 24 
Tahun 1997. Permasalahan yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini (1) 
bagaimana tinjauan hukum sertipikat hak atas tanah dengan permasalahan 
pendaftaran tanah di Kabupaten Tegal (2) upaya-upaya apa saja yang dapat 
dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai permasalahan di bidang 
pertanahan di Kabupaten Tegal. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif 
dan yuridis-empiris dengan pengolahan data secara primer dan sekunder yang 
dilakukan dengan cara wawancara serta studi kepustakaan. 
 
tinjauan hukum sertipikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian 
hukum dari sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat artinya 
sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan 
mempunyai alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertipikat 
tersebut mempunyai kepastian hukum bersifat materiil (publikasi negatif 
berunsur positif) yang dianut dalam hukum tanah nasional.  
 
Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam 
bidang pertanahan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang wajib 
menerbitkan sertipikat hak atas tanah berdasarkan asas kepastian hukum, asas 
kecermatan dan asas aman sedangkan masyarakat berdasarkan asas 
keterbukaan wajib mengetahui tanah yang termuat dalam sertipikat yang 
diterbitkan baik lokasi tanah itu berada, luas tanah, dan batas-batas tanah. Maka 
dengan cara itulah kepastian dan kekuatan hukum dari sertipikat tanah akan 
terjamin. 
 











LEGAL REVIEW OF LAND TITLE  CERTIFICATES WITH 








 A certificate is a proof right letter as the strong possessive proof about physic 
and juridical data which exposted in the measure letter and the book of land right 
which proper related with article 19 number 2 UUPA. In the society, the certificate 
of the land’s right is not the only proof about the land’s possessive but the old 
rights like a chit, chit is a possessive proof of land’s right which based on article 24 
number 1 PP 1997. The problem which wants to be solved in this research are A.to 
knowing about(2)  how is the legal review of land right certificates with the 
problem of  land registration in Tegal district. (2) to knowing which efforts that 
can be done to guarantee the certainty of law in land affairs aspect. 
The research method used in this research is normatif and juridical-
empirical with the data processing primarily and secondarily which done with 
the interview way and the literature study. 
Legal review of land tittle certificates is a quarantee of legal certainty of 
certificates as proof of ownership that is strong means as long as it is not 
proven otherwise by other parties who feel enttled and have the evidence to 
prove it, in this case the certificate has legal certainty in nature (negative 
element) that are adhered to in national land law. 
 
The effort that should be done to create the power and the certainty of 
law of the land’s right certificate is not using the negative publication system 
anymore and move to the positive one, the application of article that should be 
consistent and change the view of society that the land’s right certificate is not 
the only the proof of land’s right possessive. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
 Tanah yang merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata 
pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan 
manusia yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan 
bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak 
dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di 
atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.
1
 
 Bertambah padatnya penduduk Indonesia dan bertambah lajunya 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, tanah akan semakin banyak dibutuhkan 
manusia. Padahal persedian tanah terbatas sehingga akan berpengaruh pada 
masalah pertanahan. Hal tersebut berakibat hak atas tanah mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari 
permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di 
permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 
lebar. Urgensi tanah bagi kehidupan manusia diapresiasi Pemerintah Republik 
Indonesia melalui   kebijakan nasional pertanahan  dengan dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok 
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Agraria yang juga disingkat UUPA. UUPA merupakan tonggak utama 
kelahiran ketentuan pertanahan di Indonesia, di dalamnya mengatur berbagai 
macam hak atas tanah. Dari berbagai macam hak atas tanah yang ada, hak milik 
atas tanah adalah hak atas tanah yang terkuat, terpenuh dan turun-menurun 
yang dapat dipunyai orang atas tanah dan hanya hak milik saja yang tidak 
dibatasi masa berlakunya oleh negara dibanding dengan hak atas tanah yang 
lain. 
 UUPA merupakan amanat pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 
UUD 1945) menentukan, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, yang kemudian dalam Pasal 19 UUPA pengaturan 
pendaftaran tanah dilakasanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997. 
 
 Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan 
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah  yang  sudah  ada 
haknya  dan hak milik atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang 





haknya dan hak milik atas satuan rumah  haknya dan hak milik atas satuan 
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
 Salah satu tujuan dari  pendaftaran  tanah  adalah memberikan   
kepastian hukum hak atas tanah yang  dimiliki. Kepastian hukum  hak  atas 
tanah dapat diperoleh pemegang hak atas  tanah  dengan  cara   melakukan 
pendaftaran  tanah. Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah 
memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa 
pemiliknya, ada / tidak beban diatasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, 




 Dalam pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, 
pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan 
jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi 
ketentuannya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan 
sertipikat oleh Instansi Pertanahan terkait yang berada di setiap daerah 
Kabupaten, kekuatan hukum sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, selama 
tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 
sertipikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang 
tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. pendaftaran  
tanah akan membawa akibat diberikannya surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  
yang  Umum  disebut  dengan Sertipikat tanah kepada pihak yang bersangkutan 
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dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang 
dipegangnya itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 32 ayat (2), “ Dalam hal atas  suatu  
bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang  atau  Badan Hukum   
yang   memperoleh  hak  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara nyata 
menguasainya, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut 
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tersebut”. 
 
 Dari ketentuan diatas dapat kita ketahui bahwa sertipikat tanah 
mempunyai arti dan peranan penting bagi pemegang yang bersangkutan, juga 
berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah. Dengan kata lain pemilik tanah 
yang mempunyai alat bukti kuat dengan status jelas akan dijamin kepastian 
hukumnya, sehingga akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa tanah 
tersebut adalah miliknya. Demikian pula pihak lain yang akan berkepentingan 
terhadap tanah yang bersangkutan akan lebih mudah memperoleh keterangan 
yang dapat dipercaya. 
 
 Akan tetapi meskipun sudah secara tegas diatur dalam UUPA dan PP 
No. 24 tahun 1997 bahwa untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan 
tanah, tanah tersebut  harus  didaftarkan,  namun  masih  banyak  masyarakat  
khususnya  di daerah pedesaan yang memiliki tanah tetapi tidak mempunyai 
sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah tersebut, karena tanah yang 
bersangkutan belum didaftarkan. Di daerah pedesaan masih banyak warga yang 
memiliki tanah dengan alat bukti hanya berupa Petuk Pajak atau Girik. Girik 





memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah 
berlakunya UUPA, girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya 
berupa surat keterangan objek atas tanah. Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum 
lahirnya UUPA, secara yuridis formal, girik benar-benar diakui sebagai tanda 
bukti hak atas tanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah lahirnya UUPA girik tidak 
berlaku lagi. Hal ini juga dipertegas Dengan  Putusan  Mahkamah   Agung RI. 
No.34/K/Sip/1960, tanggal 19 Febuari 1960 yang menyatakan bahwa surat 
petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah. Terbukti 
di lingkungan peradilan telah banyak mengeluarkan keputusan dalam sengketa 
tanah Girik melawan tanah Sertipikat kemudian memenangkan tanah Girik. 
 
 Dalam praktek yang nyata di lapangan menunjukan banyaknya alat 
bukti selain Sertipikat Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan sampai menjadi 
perkara di Lembaga Peradilan. Bahkan beberapa diantaranya menghasilkan 
putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Incraht Van Gewijsde) untuk 
membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah meskipun telah lebih dari 5 (lima 
tahun).  
 Mengenai fakta-fakta yang ada di masyarakat, Sertipikat Hak Atas 
Tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah. Sertipikat Hak Atas 
Tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang 
merasa memiliki Hak Atas Tanah tersebut, Sehingga apabila  dapat  dibuktikan 









Tujuan dilaksanakannya Permasalahan Pendaftaran Tanah adalah memberikan 
jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, walaupun dalam 
realitasnya pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah belum merasa aman akan 
kepastian  haknya,  bahkan  sikap   keragu  -  raguan   seringkali   muncul   
dengan banyaknya   gugatan    yang   menuntut   pembatalan   Sertipikat    
melalui    lembaga   Peradilan. Seperti contoh, Putusan Mahkamah Agung  
Nomor  01 /Pdt.G/2011/PN Slw yaitu antara melawan Girik dalam putusanya 
Mahkamah Agung memenangkan Girik sebagai alat bukti Hak Atas Tanah 
yang sah serta putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pdt/2008 antara 
Sertipikat   melawan  Kwitansi  jual-beli  tanah  dalam  putusannya  Mahkamah 
Agung juga memenangkan Kwitansi jual-beli sebagai alat bukti kepemilikan 
hak atas tanah yang sah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang 
“Tinjauan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Permasalahan 
Pendaftaran Tanah Di Tegal”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dalam latar 
belakang, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah : 
a. Bagaimana tinjauan hukum sertipikat hak atas tanah dengan permasalahan  
pendaftaran tanah di Kabupaten Tegal? 
b. Upaya- Upaya apa saja yang  dilakukan  guna  menjamin  kepastian  Hukum 
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mengenai permasalahan di bidang pertanahan di Kabupaten Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk memahami dan mengetahui tentang tinjauan hukum sertipikat hak 
atas tanah dengan permasalahan dalam pendaftaran tanah khususnya di 
bidang pertanahan di Kabupaten Tegal. 
b. Untuk memahami dan mengetahui upaya atau cara-cara yang digunakan  
untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan yang ada 
di Kabupaten Tegal. 
D Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dalam skripsi ini mencakup menfaat secara teoritis dan 
manfaat secara praktis yaitu : 
a. Manfaat Teoritis 
 
Manfaat teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan 
kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama tentang Hukum 
Tanah khususnya tentang yuridis hukum sertipikat hak atas tanah serta 
dikaitkan dengan  permasalahan  dalam melakukan pendaftaran tanah di 
bidang pertanahan di Kabupaten Tegal. 
 
b. Manfaat Praktis 
 
 
Kegunaan praktis dalam karya tulis atau skripsi ini adalah untuk : 
 
1.) Memperluas wawasan penulis dalam lingkup Hukum Tanah khususnya 





permasalahan dalam melakukan pendaftaran tanah yang ada di Kabupaten  
Tegal. 
 
2.)  Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan 
birokrat pemerintahan yang kaitannya dengan Hukum Tanah di Kabupaten 
Tegal. 
 
3.) Referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi peneliti 
yang berhubungan dengan Hukum Tanah khususnya tentang Sertipikat 
Hak Atas tanah dan permasalahan dalam melakukan pendaftaran tanah. 
E. Tinjauan Pustaka 
 
 Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai acuan dan 
inspirasi oleh penulis dalam menggali permasalahan yang lebih dalam dan 
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah bebarapa penelitian 
yang  terdahulu : 
1. Noviyanti (2002) dalam skripsinya di Universtas Negeri Semarang, 
penelitiannya membahas perihal Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara Di Instansi Pertanahan terkait Kabupaten Tegal yang dilakukan  di  
Instansi Pertanahan terkait Kabupaten Tegal. Penelitian ini mengangkat isu 
bagaimana prosedur pemberian  hak milik atas Tanah Negara di instansi  
pertanahan terkait Kabupaten Tegal, hambatan-hambatan apa yang dihadapi 
dalam prosedur pemberian hak milik atas tanah Negara di Instansi 
pertanahan Kabupaten Tegal. Kedua isu tersebut adalah perbedaan yang 





ambil oleh penulis adalah hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam 
pemberian hak milik atas tanah Negara di Instansi pertanahan terkait 
Kabupaten Tegal ketika tidak sesuai dengan dasar hukum pemberian hak 
milik. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisah (2013) dalam skripsinya yang 
berjudul Peralihan Hak Atas Tanah Karena Peralihan Dalam Mewujudkan 
Tertib Administrasi Pertanahan di Yogyakarta, Universitas Atmajaya 
Yogyakarta. Penelitiannya mengangkat isu bagaimanakah pelaksanaan 
peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Yogyakarta yang dilakukan 
di hadapan PPAT/PAT sementara dan antara para pihak, kemudian apakah 
peralihan hal untuk atas tanah karena jual beli di Kabupaten Yogyakarta 
sudah mewujudkan  tertib administrasi pertanahan. Kedua isu itu menjadi 
pembeda antara penelitian yang diangkat oleh penulis. Sedangkan titik 
persamaan yang menjadi ide penulis adalah penelitian tersebut dengan 
penelitian penulis sama-sama meneliti permasalahan pertanahan di agraria. 
 
F. Metode Penelitian 
 
 Metode penelitian adalah  suatu  cara  yang  akan  digunakan  untuk  
mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data tersebut 
akan diolah guna mendapatkan data yang  lengkap  dan  hasil  penelitian  yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang 
metodologi penelitian dan penelitian ini meliputi : 





Pendekatan   masalah   yang  dipergunakan   dalam   penelitian  ini  adalah  
penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. karena 
memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau 
kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 
gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 2001: 20-
210)
4
. Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari 
deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang 
terjadi dalam lingkup setempat. 
c.  Sumber Data 
Penulisan penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data primer, 
dan sekunder 
a.  Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Data 
ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal mengenai yuridis hukum sertifikat hak atas tanah 
dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. 
Data      sekunder     diperoleh     dengan     mempelajari    dan    mengkaji  
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literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.  
G. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan memegang peranan yang amat penting bagi 
suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami 
materi dalam suatu tulisan ini, maka sistematikanya dapat penulis susun 
sebagai : 
 Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian,  dan, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian. 
 
Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang pendaftaran tanah, hak-hak atas tanah. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang Yuridis hukum 
sertipikat hak atas tanah dengan permasalahan pendaftaran tanah di Kabupaten 
Tegal, untuk menjamin permasalahan dalam bidang hukum pertanahan yang 
ada di Kabupaten Tegal. 
Penutup, yang berisi  kesimpulan dari  penelitian  yang  dilengkapi  


















A. Pengertian Tanah 
 
 
 Pengertian tanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 
disebutkan mengenai tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di 
atas sekali
5
. Selain itu dijelaskan bahwa tanah juga mencakup aspek 
kultural,(Kualitas kering-tandus, basah-subur), Politis, hukum, pemilikan, hak 
dan juga makna spritual.  
 
 Tanah juga dihubungkan dengan negeri kelahiran, setiap warga negara 
Indonesia, menyebut Indonesia sebagai “Tanah Air atau “ibu Pertiwi”. Dua 
kata tersebut mengandung makna ekologis yang luas. Istilah di atas yang 
mempunyai maksud politis kebangsaan, juga berdimensi lingkungan. Tanah 
adalah sumber kehidupan manusia. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
dinyatakan sebagai berikut. “ Atas dasar tanah hak menguasai dari negara 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
lain serta badan-badan hukum. Istilah tanah dalam Pasal diatas ialah 
permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian daritanah yang dapat 
dihaki oleh orang atau badan hukum. Timbulnya berkaitan dengan dianutnya 
asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara  tanah  dengan  tanaman  dan  
                                                                   






bangunan yang terdapat di atasnya. 
 
 Dalam hukum tanah negara-negara Barat menggunakan apa yang 
disebut asas accesie atau asas perletakan. Objek Hukum Tanah adalah hak 
penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah 
adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/ atau larangan 
bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang hak. 
Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi 
hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara 
hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum. Hierarki hak-hak 
atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, adalah
6
 : 
a. Hak bangsa Indonesia atas tanah. 
b. Hak mengusai dari negara atas tanah. 
c. Hak perseorangan atas tanah. 
Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis 
yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan 
atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang 
konkret, beraspek publik dan privat, disusun dan dipelari secara sistematis.   
1. Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda kadaster) suatu 
istilah teknis untuk suatu suatu  record  (rekaman),  menunjukkan  kepada  luas, 
nilai dan kepemilikan suatu bidang tanah. Selanjutnya Pendaftaran juga berasal 
                                                                   








dari bahasa latin capitastum yang berarti suatu register atau capita atau unit 
diperbuat   untuk   pajak   tanah   Romawi   (capotatio terrens).  Demikian  pula  
 nilai dan kepemilikan suatu bidang tanah. Selanjutnya Pendaftaran juga 
berasal dari bahasa latin capitastum yang berarti suatu register atau capita atau 
unit diperbuat   untuk   pajak   tanah   Romawi   (capotatio terrens).  Demikian  
pula cadastre merupakan alat yang tepat  untu  memberikan  uraian  dan  
identifikasi dari lahan tersebut dan juga sebagai continous recording (rekaman 
yang berkesinambungan) dari hak atas tanah
7
. Menurut Pasal 1 angka 1 PP 
Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi, pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam 
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya sebagai bidang-bidang 
tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya. 
2. Sitem Pendaftaran Tanah 
 
 Didalam    sistem   pendaftaran   tanah   terdapat   dua   macam    yaitu    
sistem Pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak 
(registration   of    title,   title    dalam   arti    hak).  Sistem   pendaftaran  tanah 
mempermasalahkan, apa yang didaftar, bentuk  penyimpanan dan penyajian 
data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Baik dalam sistem  
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pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak,  tiap pemberian atau 
menciptakan hak baru serta  pemindahan  dan  pembebannya  dengan  hak  lain,  
kemudian, harus penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk 
tanda bukti haknya. Baik dalam sistem  pendaftaran akta maupun sistem 
pendaftaran hak,  tiap pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan 
dan pembebannya dengan hak lain kemudian, harus dibuktikan dengan suatu 
akta. Dalam akta tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang 
bersangkutan. Perbuatan hukumnya, hak penerimanya, hak apa yang 
dibebankan. Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran 
hak, akta merupakan sumber data yuridis. Dalam akta tersebut dengan 
sendirinya dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan, perbuatan hukumnya, 
haknya, penerima haknya, hak apa yang dibebankan. Baik dalam sistem 
pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, akta merupakan sumber data 
yuridis. Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftarkan oleh 
Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam sistem pendaftaran akta, PPT 
bersikap pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut 
dalam akta yang didaftar. Sedangkan dalam sistem pendaftaran hak setiap 
penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan 
perubahan kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Sebelum 
dilakukan pendaftaran haknya Tanah  dan pencatatan perubahannya kemudian,  
oleh  Pejabat  Pendaftaran  Tanah   dilakukan  pengujian  kebenaran  data  yang  
dimuat  dalam  akta  yang bersangkutan, sehingga pejabatnya dapat dikatakan 





Pendaftaran Tanah terkait yang merupakan salinan register, yang di Indonesia 
Sertipikat hak atas tanah terdiri dari  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  yang 




3. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
 
Ketentuan   Pendaftaran   Tanah  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  19  UUPA   
Ketentuan Pendafataran Tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA 
kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (PP 
10/1961) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1961, dan setelah 
diberlakukan selama 36 tahun, selanjutnya digantikan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) sebagai revisi dari PP 10/1961, 
yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan berlaku efektif sejak 8 Oktober 
1997. Sebagai peraturan pelaksana dari PP 24/1997 maka telah dikeluarkan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 
Tahun 1997 (PMNA/Ka.BPN No. 3/1997) tentang Ketentuan Pelaksana 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah.Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan 
pendaftaran tanah dalam rangka Rechts Kadaster yang bertujuan menjamin 
tertib   hukum    dan   kapasitas    atas    hak   tanah    (kepastian hukum)    serta  
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat  bukti  yang 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan  alat bukti  yang  
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat  bukti  yang 
dihasilkan   pada   akhir  proses  pendaftaran  tersebut  berupa  buku  tanah  dan   
                                                                   





sertipikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. 
Pemberian jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, memerlukan 
tersedianya   hukum   tertulis  lengkap   dan   jelas   yang   dilaksanakan   secara  
konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya.  Tujuan  dan sistem yang 
digunakan tetap dipertahankan dalam PP 24/1997 ini, yang pada hakekatnya 
seperti yang sudah ditetapkan dalam UUPA, yakni antara lain Pendaftaran 
Tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian di bidang 
pertanahan. 
 
4 Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah 
 
 
Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Pemerintah. 
Pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan 
dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-
ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan 
Menteri Agraria. Dalam Penjelasan Umum Angka 1V UUPA dinyatakan 
“Pendaftaran tanah akan diselenggarkan dengan mengingat pada kepentingan 
serta keadaan negara dan masyarakat, lalu lintas sosial-ekonomi dan 
kemungkinan kemungkinannya dalam bidang personel dan peralatannya. Oleh 
karena itu, akan didahulukan penyelenggarannya di kota-kota lambat laun akan 
meningkat pada kadaster yang meliputi wilayah negara. Atas dasar ketentuan 
Pasal 19 Ayat (3) UUPA. Pendaftaran tanah juga bergantung pada anggaran 
negara, petugas pendaftaran tanah, peralatan yang tersedia dan kesadaran 





(BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1)-nya ditegaskan bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan 
oleh Kepala Instansi Pertanahan Terkait Kabupaten. Badan Pertanahan 
Nasional pada mulanya diatur dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, 
kemudian ditambahkan dengan Presiden No. 154 Tahun 1999, diubah dengan 
Keputusan Presiden No.95 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Peraturan 
Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam 
melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Instansi Pertanahan Terkait 
Kabupaten dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lain 
yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP 24 
Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-
pejabat yang membantu Kepala Instansi Pertanahan Terkait Kabupaten dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah, antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Pejabat dari Kantor 
Lelang, dan Panitia Ajudikasi
9
.  
5. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 
 
Asas merupakan fundamen  yang  mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan 
dasar dari suatu  kejadian,  hal  ini  berlaku  pula  pada  pendaftaran Tanah. 
Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah ini  terdapat  atas  yang  harus 
menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2  PP 
Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran  tanah  dilaksanakan  
berdasarkan  asas  sederhana,aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Sejalan 
                                                                   






dengan asas yang terkandung dalam Pendaftaran Tanah, maka tujuan yang 
ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada 
Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan tanah bertujuan: 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain  
b. Untuk   menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  
 
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 
 
 Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 , A.P. Parlindungan mengatakan 
bahwa dengan   diterbitkannya   sertipikat   hak  atas  tanah  maka  kepada  
pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
10
. Di zaman 
informasi  ini maka Intansi Pertanahan Terkait sebagai  di garis  depan  
haruslah  memelihara dengan baik setiap informasi  yang  diperlukan, baik  
untuk pemerintah  sendiri sehingga   dapat   merencanakan   pembangunan  
negara  dan  bagi  masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat 
memutuskan sesuatu yang diperlukan untuk tanah, yaitu data fisik yang bersifat 
terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang 
diperlukan atas sebidang  tanah/bangunan yang ada
10
. 
6. Sitem Publikasi Pendaftaran Tanah 
                                                                   





Sistem publikasi pendaftaran tanah dalam suatu  Negara  tergantung  pada  asas  
hukum yang dianut oleh suatu negara dalam mengalihkan hak  atas  tanahnya
11
. 
Ada beberapa sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh negara-
negara   yang   menyelenggarakan   pendaftaran  tanah,  yakni  sistem  Torrens, 




a. Sitem Torrens 
 
 
Sir Robert Richard Torrens seorang pejabat bea cukai terkesan sekali atas 
sistem pemilikan dan saham atas kapal sebagaimana yang diatur oleh English 
Merchant’s Shiping13. Ketika dia menjadi anggota First Colonial Ministry dari 
provinsi South Australia, Torren mengambil inisiatif untuk mengintroduksi 
pendaftaran tanah yang di Australia terkenal sebagai Real Property  Act  Nomor  
15  Tahun  1857-1858 . 
14 
 Pelaksanaan   sistem  Torren,  Setiap pendaftaran  
hak atas tanah  sebelum  dicatat  dalam  buku  tanah,  maka dicatat dalam buku 
tanah, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang 
sangat teliti. Kelebihan sistem Torrens dibandingkan dengan sistem negatif 
adalah ketidakpastian diganti dengan kepastian, biaya lebih murah dan waktu 
yang digunakan lebih singkat, ketidakjelasan dan berbelitnya uraian menjadi 
singkat dan jelas, persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, 
sehingga setiap orang akan dapat mengurus sendiri setiap kepentingannya, 
penipuan sangat dihalangi, banyak  hak-hak  milik  atas  tanah  yang  berkurang  
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nilainya.  Dicatat  dalam   buku    tanah,    maka    terlebih    dahulu    dilakukan  
dicatat dalam buku tanah, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan 
penyelidikan yang sangat teliti. Kelebihan sistem Torrens dibandingkan dengan 
sistem negatif adalah ketidakpastian diganti dengan kepastian, biaya lebih 
murah dan waktu yang digunakan lebih singkat, ketidakjelasan dan berbelitnya 
uraian menjadi singkat dan jelas, persetujuan-persetujuan disederhanakan 
sedemikian rupa, sehingga setiap orang akan dapat mengurus sendiri setiap 
kepentingannya, penipuan sangat dihalangi, banyak hak-hak milik atas tanah 
yang berkurang nilanya. Dalam sistem ini sertipikat tanah merupakan alat yang 
paling lengkap tentang hak dari pemilik yang tersebut di dalamnya serta tidak 
dapat diganggu gugat, demikian menurut Torrens. Ganti rugi terhadap pemilik 
sejati adalah melalui asuransi (verzekeringsponds) yang sebelumnya dikenakan 
pada pemohon hak dalam pendaftaran tanah. Untuk merubah buku tanah adalah 
tidak dimungkinkan, terkecuali jika memperoleh seripikat tanah dimaksud 




b. Sitem Positif 
 
 
Dalam sistem positif suatu sertipikat tanah yang diberikan berlaku sebagai 
tanda bukti hak atas tanah yang mutlak. Ciri pokok sistem ini adalah bahwa 
pendaftaran  tanah  menjamin  dengan  sempurna  bahwa  nama  yang  terdaftar  
dalam buku tanah adalah tidak bisa dibantah, kendatipun ia ternyata bukan 
pemilik   yang   berhak   atas   tanah  tersebut.  Sistem  positif  ini  memberikan 
kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah. Pejabat  dalam sistem  ini bersifat 
                                                                   






sangat aktif, mereka menyelidiki apakah hak atas tanah yang dipindahkan itu 
dapat untuk didaftar ataukah tidak menyelidiki identitas para pihak, 
wewenangnya dan apakah formalitas-formalitas yang diisyaratkan untuk itu 
telah dipenuhi atau tidak. Menurut sitem ini hubungan hukum antara hak dari 
orang yang namanya terdaftar dalam buku tanah dengan pemberian hak 
sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftar. Kebaikan dari sistem Positif 
ini adalah adanya kepastian dari buku tanah, peranan aktif dari pejabatnya, 
mekanisme kerja dalam penerbitan sertipikat tanah mudah dimengerti oleh 
orang awam
16
. Asas peralihan hak atas tanah dalam sistem ini adalah asas 
itikad baik. Asas itikad baik berbunyi : orang yang memperoleh sesuatu hak 
dengan itikad baik akan tetapi menjadi pemegang hak yang sah menurut 
hukum
17
. Jadi asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik 
inilah perlu daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti . Dalam sistem ini 
pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut 
menurut sitem positif ini mendapatkan jaminan mutlak dengan adanya uang 
pengganti terhadap tanah yang sebenarnya ia haki. Walaupun ternyata bahwa 
segala keterangan yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut adalah tidak  
benar
18
.  Sistem  positif  ini dapat  memberikan   suatu jaminan  yang  mutlak  
terhadap  buku  tanah, kendatipun  ternyata  bahwa  pemegang sertipikat 
bukanlah pemilik yang sebenarnya. Adapun kelemahan dari sitem positif ini 
adalah peranan aktif pejabatnya akan memakan waktu yang lama, kemudian 
pemilik   yang   sebenarnya   berhak  atas  tanah  akan  kehilangan  oleh  karena  
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kepastian hukum buku tanah itu sendiri, dan wewenang pengadilan diletakan 
dalam wewenang administratif. 
 
c. Sitem Negatif 
 
 
Sistem Negatif adalah segala sesuatu yang tercantum dalam sertipikat tanah 
dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya. Asas 
peralihan hak atas tanah menurut sistem ini adalah asas “nemo plus yuris”. 
Dimana asas nemu plus yuris berbunyi orang tidak dapat mengalihkan hak 
melebihi hak yang ada padanya. Asas “nemo plus yuris” ini bertujuan untuk 
melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Bedasarkan asas nemo plus yuris 
ini, pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali 
haknya yang terdaftar atas nama siapapun
19
. Ciri pokok sistem negatif ini 
adalah bahwa pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah tidaklah 
menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat 
untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik yang sebenarnya. 
Ciri pokok lainnya dalam sistem ini adalah Pejabatnya berperan pasif artinya 
pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran  
dari  surat-surat yang diserahkan kepadanya.  Kebaikan  dari  sistem  negatif  
ini adalah  adanya  perlindungan  terhadap  pemegang  hak  sejati.  Sedangkan 
kelemahan   dari   sistem  negatif  ini  adalah  peranan  pasif  pejabatnya  yang 
menyebabkan tumpang tindihnya sertipikat tanah, mekanisme kerja dalam 1  
proses penerbitan sertipikat tanah sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti 
oleh orang awam. Menurut Boedi Harsono, pertanyaan yang timbul berkaitan 
dengan system publikasi pendaftaran  tanah  adalah  sejauh  mana  orang  boleh   
mempercayai kebenaran data yang disajikan? Sejauh mana hukum melindungi 
kepentingan orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang 
haknya sudah didaftar, berdasarkan data yang disajikan di Instansi Pendaftaran 
Tanah terkait atau didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah, jika kemudian 
ternyata data tersebut tidak benar?
20. menurut Boedi Harsono ada dua sistem 
publikasi Pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi positif dan publikasi negatif. 
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 Dalam sistem sistem positif, data disimpan dalam register atau buku 
tanah dan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak. Dalam sistem ini, orang 
boleh mempercayai penuh data yang disajikan dalam register karena 
pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam register sebagai pemegang 
haklah yang membuat orang menjadi pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. 
Sistem publikasi positif, orang yang dengan itikad baik dan pembayaran serta 
tidak terdaftar sebagai  pemegang  hak dalam register, hal ini biasa disebut “ 
indefeasible title”. Dalam hal keadaan tertentu ia hanya bisa menuntut ganti 
kerugian kepada Negara. Untuk menghadapi tuntutan  ganti  kerugian  tersebut  
disediakan  suatu  dana  khusus. Sehingga hukum benar-benar melakukan 
perlindungan terhadap orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai 
tanah yang haknya sudah didaftar.. Asas peralihan menurut sistem ini adalah 
asas “nemo plus yuris”, yaitu orang tidak dapat menyerahkan atau 
memindahkan hak melebihi apa yang ia punya terdaftar sebagai pemegang hak 
dalam dalam  register,  hal  ini  biasa  disebut  “ indefeasible  title”,  Dalam  hal  
terdaftar sebagai  pemegang  hak dalam register, hal ini biasa disebut “ 
indefeasible title”. Dalam hal keadaan tertentu ia hanya bisa menuntut ganti 
kerugian kepada Negara. Untuk menghadapi tuntutan  ganti  kerugian  tersebut  
disediakan  suatu  dana  khusus.  
 Sehingga hukum benar-benar melakukan perlindungan terhadap orang 
yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah 





yaitu orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang 
ia punya sendiri. Asas ini bertujuan untuk melindungi pemegang hak atas tanah 
yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa 
diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. Data yang disajikan dalam 
pendaftaran dengan sistem ini tidak boleh begitu saja dipercayai kebenarannya. 
Negara tidak menjamin data yang disajikan. Biarpun sudah melakukan 
pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari 
orang yang dapat membuktikan bahwa ialah pemegang hak sebenarnya. Sitem 
Publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP 
Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif
21
. 
Pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 akan 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian 
yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 
32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat 24 tahun 1997 bukanlah sistem negatif yang 
Murni. Sistem publikasi dalam Pasal 19 Ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 
ayat (2), dan Pasal 38 ayat 24 tahun 1997 bukanlah sistem negatif yang Murni. 
Sistem  publikasi  yang  murni.  Sistem publikasi yang murni tidak akan 
menggunakan pendaftaran  hak, juga   tidak   akan ada pernyataan seperti 
dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa  sertipikat  merupakan alat bukti 
yang kuat. Hal tersebut juga terlihat ada ketentuan-ketentuan yang mengatur 
prosedur  pengumpulan  sampai  penyajian data fisik dan data yuridis yang 
diperlukan serta pemeliharaannya dan penerbitan sertipikat haknya, biarpun 
sistem publikasinya negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan 
                                                                   





dilaksanakan secara seksama, agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
 
B. Hak-Hak Atas Tanah 
 
 





a. Hak Milik 
 
 
Landasan idiil daripada hak milik (baik atas tanah maupun atas barang-barang 
dan hak-hak lain) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 
secara yuridis formil, hak perseorangan  ada  dan  diakui  oleh  negara.  Hal  ini 
dibuktikan antara lain dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
yang diatur dalam UU No.5 Tahun  1960  (UUPA).  Dahulu,  hak  milik  dalam  
pengertian hukum barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang 
mereka anut yaitu individualisme, kepentingan individu menonjol sekali, 
individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik tadi 
tidak dapat diganggu- gugat. Akibat  adanya  ketentuan  demikian,  pemerintah  
tidak dapat  bertindak  terhadap  milik  seseorang,  meskipun  hal   perlu   untuk  
untuk  kepentingan  umum.  Sebagai  contoh dari kemutlakan hak milik ini 
dibuktikan kepentingan  umum.  Sebagai  contoh dari kemutlakan hak milik ini 
dibuktikan dengan adanya Arres 14 Maret 1904, yaitu Lantaarpaal Arres, 
sehingga perbuatan kotapraja yang waktu  itu  memerintahkan  penyediaan 
kira-kira satu meter  persegi tanah  dari  seorang  pemilik tanah  untuk  
menancapkan  tiang lentera bagi penerangan umum, oleh Hakim dianggap 
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bertentangan dengan undang-undang, karena membatasi hak milik 
perseorangan. Hak milik atas tanah dalam pengertian sekarang, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 UUPA adalah sebagai berikut: 
 
“ Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
dalam Pasal 6. Menurut Pasal 6 dari UUPA semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial. Terkuat dan terpenuh di sini tidak berarti 
hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak 
dapat diganggu gugat. Ini dimaksudkan untuk membedakannya 
dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. 
Dengan lain perkataan, hak milik yang merupakan hak yang paling 
kuat dan paling penuh di antara semua hak-hak atas tanah lainnya. 
Sehingga si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di 
tangan siapapun benda itu berada. Seseorang yang mempunyai hak 
milik dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya atas miliknya itu, 
asal saja tindakannya itu tidak bertentangan dengan undang-undang 




Seperti telah disebutkan  dalam  Pasal  6  UUPA  tadi.  Apalagi  kita  menganut 
 paham bahwa hak milik mempunyai fungsi  sosial.  Arti   dari   pada   hak 
milik mempunyai fungsi  sosial  ialah  bahwa  hak  milik   yang   dipunyai oleh 
seseorang tidak boleh dipergunakan  semata-mata  untuk  pribadi atau 
perseorangan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat rakyat banyak. Jadi 
hak   milik  ini  harus  mempunyai  fungsi  kemasyarakatan,  yang  memberikan  
kepentingan masyarakat rakyat banyak. Jadi hak milik ini harus mempunyai 
fungsi kemasyarakatan, yang memberikan berbagai hak bagi orang lain. 
Sekalipun sebidang tanah menjadi hak milik perseorangan, karena hak milik itu 
dipandang berada di atas Hak Ulayat Negara, dalam batas-batas tertentu ( 
misalnya untuk keperluan jalan raya, bukan untuk pendirian hotel, casino dan 
lain-lain), negara tetap berhak untuk menentukan tanah hak milik tersebut, 
                                                                   





sesuai dengan pola pembanguan dan ketentuan hukum mengenai tataguna 
tanah secara nasional maupun regional. Pendirian hak milik mempunyai fungsi 
sosial, dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai 
dengan fungsi dan tujuannya. Dasar hukum fungsi sosial tercantum di dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “ Bumi dan air 
kekayaan   alam  yang   terkandung   di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara   dan  
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan dasar 
hukum pembatasannya terurai dalam Pasal 27 ayat (2) yang isinya adalah 
sebagai berikut. “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusian”. 
Perlu dipersoalkan untuk mencantumkan asas daripada Hak Milik 
sebagai berikut: “ Tiap hak milik dianggap bebas dari segala beban pembukti 
sedangkan Perlu dipersoalkan untuk mencantumkan asas daripada Hak Milik 
sebagai berikut: “ Tiap hak milik dianggap bebas dari segala beban pembuktian 
sedangkan orang yang mengaku mempunyai suatu hak atas tanah harus 
memberikan pembuktian “. Apabila Undang-Undang tentang hak milik atas 
tanah dibentuk selesai dibentuk, tidak akan diperbolehkan lagi pemilikan  tanah  
secara originer, tanpa izin Pemerintah yang diberikan sebelumnya.  
1. Terjadinya Hak Milik 
 
Menurut Pasal 22 hak milik terjadi, karena Penetapan Pemerintah, karena 
Undang-Undang.  
 






kerusakan tanah, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Menyerahkan 
pengaturan pembukaan tanah para Kepala Adat mengakibatkan pemborosan, 
sebagai yang sering terjadi di beberapa daerah transmigrasi di luar Jawa. 
b.) Terjadinya Hak Milik Karena Penetapan Pemerintah 
 
 
Hak milik yang oleh UUPA dikatakan terjadi karena Penetapan Pemerintah itu 
diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian Pasal 22 ayat (2) 
huruf a, Sebagaimana telah disinggung di atas, tanah yang diberikan dengan 
Hak Milik itu semula  berstatus  tanah  negara.  Hak milik itu pun dapat  
diberikan  sebagai perubahan daripada yang sudah dipunyai oleh pemohon, 
misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai. Hak milik ini pun 
merupakan pemberian hak baru. Dalam kedua hal itu hak miliknya diperoleh 
secara originer. Hingga kini Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan di atas 
belum ada.  Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 56 masih dapat dipergunakan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelum UUPA yaitu Peraturan Menteri 
Muda Agraria No. 15 Tahun 1959 tentang pemberian dan pembaharuan 
beberapa hak atas tanah serta pedoman mengenai tata cara kerja bagi pejabat-
pejabat yang bersangkutan. Sudah barang tentu penggunaan ketentuan-
ketentuan peraturan tersebut harus disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan UUPA. Pejabat-pejabat yang berwenang memberikan hak milik 
pengaturannya yang terdapat dalam PMDN  No. 1 Tahun 1967 tentang 
pembagian tugas dan wewenang agraria. Instansi yang berwenang memberikan 





wewenang untuk memberikan hak atas tanah dilimpahkan kepada 
Gubernur/Kepala Daerah. Dalam hal tersebut dibawah ini Gubernur/Kepala 
Daerah diberi wewenang untuk memberikan hak milik. 
 
(a). Jika hak itu diberikan kepada para transmigran dan kerluarganya. 
 
 
(b). Jika pemberian hak itu dilakukan di dalam rangka pelaksanaan landreform. 
 
(c). Jika hak itu diberikan kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang 
tanahnya merupakan bekas tanah gogolan tidak tetap.  
(d). Di luar hal-hal tersebut di atas jika tanah yang diberikan dengan hak milik 
itu merupakan tanah pertanian dan luasnya tidak lebih dari 5000 meter 
persegi. 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan wewenang Gubernur tersebut 
dilakukan oleh para Kepala Instansi Inspeksi Agraria yang bersangkutan atas 
nama Gubernur. 
Sifat-sifat Hak Milik 
 
Adapun sifat-sifat hak milik adalah sebagai berikut: 
a. Turun-temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si 
pemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya. 
b. Terkuat, adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas. 
 
c. Terpenuh, adalah memberikan wewenang kepada pemilik tanah yang paling 
luas dibandinghkan dengan hak-hak lain, menjadi induk hak-hak lain, 
peruntukannya tidak terbatas karena hak milk dapat digunakan untuk 






Pemberian sifat hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang 
mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom 
menurut pengertian yang asli dulu. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu 
bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara 
hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (paling). 
Ciri-ciri hak milik 
 
Ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut: 
 
a. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang 
 
b. Hak milik dapat digadaikan 
 
c. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain, melalui: jual beli, hibah,  
wasiat, tukar-menukar 
d. Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela 
 
e. Hak milik dapat diwakafkan ( PP No. 28 Tahun 1977 ) 
 
2. Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara 
Hak milik tersebut diberikan atas permohonan yang bersangkutan. Sudah 
barang tentu pemohon harus memenuhi syarat untuk memperoleh dan 
mempunyai tanah dengan hak milik sebagai  yang  telah  diuraikan  diatas. 
Permohonan untuk yang berwenang dengan perantaraan Bupati/Walikota. 
Kepala Instansi Agraria Daerah Terkait. Oleh   instansi  y ang  berwenang   hak   
milik   yang   dimohon   itu  diberikan dengan menerbitkan suatu surat 
keputusan pemberian hak milik, yang disusun  menurut  contoh  yang  





atas. Selain syarat-syarat dengan keadaan dan peruntukan tanahnya, di dalam 
surat keputusan pemberian hak milik itu dimuat pula syarat-syarat umum
24
. 
3. Pemberian Hak Milik Sebagai Perubahan Hak 
 
Pihak yang mempunyai tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan atau 
hak pakai, jika menghendaki dan memenuhi syarat-syaratnya dapat 
mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang, agar haknya itu 
diubah menjadi hak milik. Semula sesuai dengan praktek agraria sebelum 
berlakunya UUPA, yaitu di dalam menyelesaikan perubahan hak eigendom 
menjadi hak milik Adat, pemohon lebih dahulu harus melepaskan haknya 
hingga tanahnya menjadi tanah Negara. Sesudah itu tanah tersebut dimohon 
kembali dengan hak milik, melalui cara sebagai yang telah diuraikan di atas.. 
Kelemahan daripada cara itu adalah, bahwa antara saat haknya dilepaskan oleh 
pemohon dan dilakukannya pembukuan hak miliknya oleh Kepala KPT 
terdapat suatu vacum dalam hubungan hukumnya antara pemohon  dan  tanah  
yang  bersangkutan.  Hal  itu menempatkan  pemohon pada kedudukan yang 
belum menentu,  lebih-lebih  jika diingat adanya kemungkinan bahwa hak yang 
diberikan . Hak Guna Usaha dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi 
 berasal dari hak erfpacht yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 720 BW, 
adalah suatu hak kebendaan untuk mengenyam kenikmatan yang penuh (volle 
genot) atas suatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan 
                                                                   








kewajiban membayar pacht (cano ) tiap tahun, sebagai pengakuan eigendom 
kepada yang mempunyainya, baik berupa uang maupun hasil in natura
25
. 
 Hak Guna Usaha dalam  pengertian  sekarang,  sebagaimana  
ditetapkan  dalam Pasal   28  ayat  (1)   UUPA  adalah:  “ Hak  untuk  
mengusahakan  tanah  yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu 
tertentu yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan 
atau peternakan”.  
 Apa yang diatur dalam UUPA barulah merupakan ketentuan-ketentuan 
pokok saja, sedangkan untuk pelaksanaannya masih diperlukan peraturan 
pelaksanaan. Menurut Pasal 150 ayat (2) ketentuan-ketentuan lebih lanjut 
mengenai hak guna usaha akan diatur lebih lanjut dengan peraturan, berupa 
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Dalam pengertian pertanian 
termasuk juga perkebunan meskipun juga tanah yang dipunyai dengan Hak 
Guna Usaha itu khusus diperuntukan bagi usaha pertanian, perikanan, 
peternakan, tidaklah berarti bahwa orang yang mempunyai hak tidak boleh 
mendirikan bangunan-bangunan di atasnya
26
.  Namun, bangunan-bangunan    
yang   berhubungan   dengan  usaha  pertanian, perikanan   dan  peternakan   itu   
boleh   saja   didirikan   di  atas   tanah   yang  bersangkutan, tanpa memerlukan  
hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  secara terpisah.  Pasal   8   UUPA  
menetapkan  bahwa: “ Atas  dasar  hak  menguasai  dari   negara  sebagai  yang  
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menetapkan  bahwa: “ Atas  dasar  hak  menguasai  dari   negara  sebagai   
yang   dimaksud   dalam   Pasal   2  diatur  pengambilan kekayaan alam yang 
terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa”. 
 Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari pasal tersebut, bahwa 
menurut ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) hak-hak atas tanah itu hanya 
memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang 
bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang 
terkandung di dalam   tubuh   bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Oleh  karena  itu,  
pengambilan kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 8 di atas memerlukan 
pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi Perundang-
Undangan pertambangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ketentuan-
ketentuan di atas, Hak Guna Usaha tidak memberi wewenang kepada 
pemiliknya untuk mengambil kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh 




c.Hak Guna Bangunan  
Hukumnya selalu disebut dalam Pasal 16 ayat(1) UUPA Tahun 1960, sebagai  
salah  satu  hak atas  tanah,  seperti  halnya  hak  milik  dan  Hak  Guna  Usaha,   
UUPA. Hak   Guna   Bangunan   dalam   pengertian  hukum   Barat   
sebelum Hukumnya selalu disebut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA 
Tahun 1960, sebagai salah satu hak atas tanah, seperti halnya hak 
milik dan Hak Guna Usaha, UUPA. Hak Guna Bangunan dalam 
pengertian hukum Barat sebelum dikonversi berasal dari hak opstal 
yang diatur dalam Pasal 711 Kuh Perdata. Apa yang diatur dalam 
UUPA berulah merupakan ketentuan pokok saja, sebagaimana terlihat 
dalam Pasal 50 Ayat (2) bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut 
mengenai Hak Guna Bangunan akan diatur dengan peraturan maupun 
                                                                   





dengan Peraturan Menteri. Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa
28. “ 
Hak Guna Bangunan adalah hak milik untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yag bukan miliknya 
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”. Karena Hak 
Guna Bangunan merupakan suatu hak atas tanah memberi wewenang 
kepada pemegang haknya untuk meggunakan tanah yang bersangkutan 
untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan di atasnya. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 35 UUPA bahwa berlainan dengan Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan tidak mengenai tanah  pertanian. 
Oleh  karena  itu,  selain atas  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara, 
dapat diberikan atas tanah milik seseorang.? berdasarkan Pasal 8 dari 
penjelasan UUPA, sebagai Hak Atas Tanah, Hak Guna Bangunan 
tidak memberikan wewenang untuk mengambil kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya. Oleh karena itu pengambilan k c. Hak Pakai 
 
 
Hak pakai selain disebut dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai salah satu ekayaan 
yang dimaksudkan itu memerlukan tersendiri, 
d. Hak Pakai 
 
 
Hak pakai selain disebut dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai salah satu Hak Atas 
Tanah, secara khusus Hak Pakai diatur oleh UUPA dalam Pasal 41 sampai 
dengan 43.   Kemudian   disebut-sebut  juga  dalam  Pasal  49  Ayat   (2) untuk   
keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, Pasal 50 Ayat jo Pasal 52, 
bersangkutan dengan pengaturannya lebih lanjut dan akhirnya dalam Pasal-
pasal dari ketentuan-ketentuan Konversi, yaitu Pasal 1 Ayat (2), Pasal VI dan 
Pasal VII Ayat (2)
29
. Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan Bab I dan Bab II 
dari diktum pertama UUPA juga berlaku terhadap Hak Pakai, demikian pula 
akibat daripada dicabutnya berbagai peraturan sebagai yang telah dibahas di 
                                                                   
28 Ibid.,hal. 58.
 







atas. Hak pakai juga disebut-sebut dalam Pasal 14 UU No. Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing. 
 Menurut Pasal 50 Ayat 2 ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai 
Hak Pakai akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan itu 
bisa berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga Peraturan Pemerintah ataupun 
Peraturan Menteri. Menurut Pasal 52 Ayat (2) peraturan perundang-undangan 
tersebut dapat dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan  atau  denda 
 
tinggi-tingginya   Rp. 10.000,-.  Tindak   pidana   itu   di   golongkan  sebagai 
pelanggaran . Hingga kini peraturan yang lengkap mengenai Hak Pakai itu 
belum ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 kiranya masih dapat diperlakukan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Muda Agraria No. 
15 Tahun 1959 PMA No. 1 Tahun 1960 Bab VI dan Bab V, dengan catatan 
bahwa apa yang disebut Hak Sewa harus dibaca Hak Pakai, karena negara 
bukan   pemilik   tanah.   Karena  itu,  tidak  dilakukan  persewaan  dan  bentuk  
pemberian haknya tidak lagi  berupa  suatu perjanjian, melainkan berupa surat 
keputusan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 41 Ayat (1)
32
. Dengan surat 
edaran Menteri Agraria tanggal 20 Febuari 1961 No. 27/4/3 diinstruksikan, 
agar istilah persewaan tanah negara dalam Peraturan Menteri tersebut dibaca 
Hak Pakai atas tanah yang dikuasai oleh Negara dan uang sewa selanjutnya 
disebut uang wajib. Pada surat edaran itu disertakan juga contoh surat 
keputusan pemberian Hak Pakai, sebagai perubahan mengenai perjanjian wajib. 
Pada surat edaran itu disertakan juga contoh surat keputusan pemberian Hak 
Pakai, sebagai perubahan mengenai perjanjian sewa-menyewa.. Mengenai 
pendaftarannya Hak Pakai diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No. 





waktu lebih dari 5 tahun dan jka tidak ditentukan jangka waktunya dianggap 
sebagai lebih dari 5 tahun. Ketentuan yang serupa terdapat pula dalam Pasal 9 
PMA No. 9 Tahun 1965. Ketentuan mengenai pendaftaran itu telah diubah 
dengan PMA No. 1 Tahun   1966.   Untuk  selanjutnya,   semua   Hak   Pakai   
atas tanah Negara dan di daftar setiap peralihannya memerlukan izin 
pemindahan sebagai yang dimaksud dalam PMA No. 14 Tahun 1961. 
 
e. Hak Sewa 
 
 
Hak sewa selain disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) sebagai salah satu Hak 
Atas Tanah, secara khusus Hak sewa diatur dalam  Pasal  44  dan  45.   Kedua   
Pasal   itu khusus mengenai Hak Sewa untuk bangunan. Hak Sewa tanah 
pertanian disebut-sebut dalam pasal 53 yang merupakan salah satu  Pasal  dari 
Bab IV yang memuat ketentuan-ketentuan peralihan, karena oleh UUPA diberi 
sifat sementara, dalam arti bahwa dikemudian hari lembaga sewa tanah 
pertanian itu akan diadakan, karena bertentangan dengan asas yang disebutkan 




 Selama belum dihapuskan maka menurut Pasal 53 hak tersebut harus 
diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, 
khususnya untuk menghindarkan jangan sampai dalam hubungan sewa-
menyewa   tanah   pertanian   itu   terjadi   praktek-praktek   pemerasan.  Dalam  
menyewa tanah pertanian itu terjadi praktek-praktek pemerasan. Dalam 
hubungannya dengan persewaan tanah rakyat oleh perusahaan-perusahaan gula, 
tembakau, rosella, dan corkhorus. Berlainan dengan penguasaan tanah 
pertanian dalam hubungan gadai dan bagi hasil, dalam sewa-menyewa itu tidak 
                                                                   





dapat secara umum dikatakan siapa yang merupakan pihak yang menyewa 
ataukah yang menyewakan. Terhadap hak sewa berlaku juga Pasal 50 Ayat (2) 
jo Pasal 52 Ayat (2). 
 Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan Bab I dan Bab II dari Diktum 
Pertama UUPA berlaku pula terhadap Hak Sewa. Demikian juga akibat 
daripada dicabutnya berbagai peraturan yang telah dibahas di atas. Apa yang 
diatur dalam UUPA barulah merupakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut 
mengenai Hak Sewa untuk bangunan akan diatur dengan peraturan 
perundangan. Peraturan itu bisa berbentuk Undang-Undang. Peraturan 
Pemerintah atau Peraturan Menteri. Peraturan yang dimaksudkan  itu   menurut   
Pasal  52  Ayat  (2) dapat  memberikan ancaman  pidanaatau pelanggaran 





 Tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran.. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 58, hukum yang berlaku terhadap sewa-menyewa tanah, baik 
tanah untuk bangunan maupun tanah pertanian ialah Hukum Adat, sepanjang 






 Dalam UUPA tidak pernah disebut sertipikat tanah, namun seperti 
yang dijumpai dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c ada disebutkan “surat tanda 
                                                                   





bukti    hak    Dalam   pengertian   sehari-hari    surat    tanda    bukti    hak    
ini.    
 Sudah sering ditafsirkan sebagai sertipikat tanah. Dan penulispun di 
sini membuat pengertian yang sama bahwa surat tanda bukti hak adalah 
sertipikat. Sebagaimana kalimat ini tersebut dalam sampul map yang berlogo 
burung Garuda yang dijahit menjadi satu dengan surat ukur atau gambar situasi 
tanah tersebut. Secara etimologi sertipikat berasal dari bahasa Belanda 
“Certificat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan 
tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan Sertipikat Tanah adalah surat keterangan 
yang membuktian hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain 
keadaan Tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa 
surat  yang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa 
surat yang dibuat oleh instansi  yang  berwenang.  Inilah  yang  disebut  
sertipikat  tanah tadi. Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa sertipikat 
merupakan surat tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran desa demi 
desa, karenanya ini merupakan pembuktian yang kuat, baik subjek maupun 
objek ilmu atas hak tanah. 
objek ilmu atas hak tanah
32
.  
 Selain itu juga ada istilah dikenal dengan sertipikat sementara, yaitu 
surat tanda bukti hak, yang terdiri dari salinan buktu tanah dan gambar situasi, 
yang diberi sampul dan dijilid menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di atas 
                                                                   





sudah disebut sertipikat adalah surat tanda bukti hak, oleh karena itu telah telah 
kelihatan berfungsinya, bahwa sertipikat itu berguna sebagai “ alat bukti”. Alat 
bukti yang menyatakan  tanah  ini  telah  diadministrasi  oleh  Negara. Dengan 
dilakukan administrasinya lalu diberikan buktinya kepada orang yang 
mengadministrasi tersebut. Bukti atau sertipikat adalah milik seseorang sesuai 
dengan yang tertera dalam tulisan di dalam sertipikat tadi. Jadi bagi si pemilik 
tanah, sertipikat tadi adalah merupakan pegangan yang kuat dalam hal 
pembuktian hak miliknya, sebab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan 
berwenang secara hukum. Hukum melindungi pemegang sertipikat tersebut dan 
lebih kokoh bila pemegang itu adalah namanya yang ada dalam sertipikat. 
Sehingga bila yang memegang sertipikat itu belum namanya maka perlu  
dilakukan  balik  namanya  kepada yang memegang sehingga terhindar lagi dari 
gangguan pihak lain. Dengan demikian surat tanda bukti atau sertipikat tanah 
itu dapat berfungi menciptakan tertib hukum pertanahan serta membatu 
mengaktifkan kegiatan perekonomian rakyat. 
D.Kepastian Hukum 
Menurut Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  system  norma.  Norma-norma  
adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi 
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah 
laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu 
maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 





kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 
(tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut. 
 
a. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), Asas ini meninjau dari 
sudut yuridis  
 
b. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari 
sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk 
semua orang di depan pengadilan. 
 
c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau  
doelmatigheid atau utility. 
d. Tujuan   hukum   yang    mendekati   realistis   adalah   
kepastian   hukum   dan kemanfaatan   hukum.   Kaum   
Positivisme   lebih    menekankan    pada    dan kemanfaatan   
hukum.  Kaum   Positivisme  lebih  menekankan  pada  
kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis   
mengutamakan  kemanfaatan  hukum. 
 
e. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau 
doelmatigheid atau utility. 
f. Tujuan   hukum   yang    mendekati   realistis   adalah   
kepastian   hukum   dan kemanfaatan   hukum.   Kaum   
Positivisme   lebih    menekankan    pada    dan kemanfaatan   
hukum.  Kaum   Positivisme  lebih  menekankan  pada 
kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis   






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Hukum  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Dengan 
Permasalahan  Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Tegal 
 Instansi Pertanahan kabupaten Tegal dulu berada di Kota Tegal yang 
tepatnya sekarang menjadi Kota Tegal, tetapi sejak tahun 1994 Instansi 
pertanahan terkait Kabupaten Tegal pindah ke Kota Slawi yang terletak di Kota 
Slawi yaitu di Jalan Raya Ahmad Yani Kabupaten Tegal. Pindahnya Instansi 
Pertanahan terkait tersebut di latarbelakangi karena letaknya yang jauh dari 
daerah-daerah yang ternaung dalam Kabupaten Tegal, karena letaknya yang 
terlalu jauh sangat menghambat aktivitas kerja baik dalam pelayanan maupun 
proses kerja para pegawai. Atas dasar itu untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka sejak tahun 
1994 sampai sekarang Instansi Pertanahan terkait Kabupaten Tegal pindah ke 
Jl. Ahmad Yani Slawi agar masyarakat dalam melakukan pendaftaran maupun 
pengajuan permohonan yang menyangkut pertanahan dapat berjalan lancar dan 
baik. 
 Pelaksanaan tugas dan fungsi dari struktur organisasi di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal adalah berdasarkan Surat Keputusan Presiden 
Nomor 26 Tahun 1989 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Surat 





Terkait BPN di Propinsi dan Instansi Pertanahan terkait Kabupaten/Kota. 
Tugas dan fungsi  itu adalah sebagai berikut: 
tugas dan Fungsi Instansi Pertanahan terkait. 
Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 1989, bahwa Instansi Pertanahan terkait di Kabupaten? kota 
yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Instansi Pertanahan terkait 
adalah instansi vertikal BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Instansi Wilayah terkait BPN. Instansi Pertanahan 
terkait Kabupaten Tegal dipimpin oleh seorang kepala. Instansi Pertanahan 
terkait Kabupaten Tegal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi BPN dalam lingkungan wilayah Kabupaten Tegal, khususnya dalam 
pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik. Untuk menyelenggarakan 
tugas tersebut Instansi Pertanahan terkait  mempunyai fungsi: 
a. Meyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan 
tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah. 
 
b.Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengaturan penguasaan 
tanah,penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan 
pendaftaran tanah. 
c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
Peranan merupakan suatu penilaian sejauh mana fungsi seseorang 
(Kepala Instansi Pertanahan Kabupaten Tegal) atau bagian dalam 





Pertanahan Kabupaten Tegal dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak 
atas tanah di wilayahnya. 
 
Instansi Pertanahan terkait merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) di setiap daerah Kabupaten/Kota. Kantor Pertanahan   
Sebagai garda terdepan dari Badan Pertanahan Nasional mempunyai 
peranan yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan dibidang 
pertanahan secara langsung kepada masyarakat khususnya mengenai 
pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak 
atas tanah agar dengan mudah membuktikannya. Hal tersebut sesuai 
dengan yang diamanatkan dalam UUPA khususnya Pasal 19 UUPA dan 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
Pasal 19 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut : 
“1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan undang-undang.  
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi;  
 Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; 
Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya; 
Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan 
mengingat keadaan Negara dan 
masyarakat,keperluan lalu lintas sosial ekonomi 
serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 
pertimbangan Menteri Agraria.”  
 
Instansi pertanahan terkait mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan wilayah 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Instansi Pertanahan Kabupaten Tegal 





= Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah,  
Penggunaan  tanah,  pegurusan  hak-hak  atas  tanah,  serta  pengukuran  
dan pendaftaran hak atas tanah; 
=  melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan 
tanah, penatagunaan tanah, 
= Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah,      
penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta 
pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah; 
=  melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan 
penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas 
tanah, pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah; 
=  Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
Untuk mengoptimalkan peranan Instansi Pertanahan terkait dalam hal 
Pendaftaran tanah, Kepala Instansi Pertanahan terkait dalam hal 
pendaftaran tanah, Kepala Instansi Pertanahan terkait Kabupaten Tegal 
dibantu oleh : 
1. Sub Bagian Tata Usaha; 
2. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan; 
3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 
4. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 
5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; 





Kepala Instansi Pertanahan juga dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) yaitu sebagai pelaksana pendaftaran hak atas tanah 
dengan menyediakan alat-alat bukti yang akan dijadikan dasar bagi 
pendaftaran perubahan data pendaftaran hak atas tanah tertentu dalam 
rangka pemeliharaan data. Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah R.I  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa : 
“Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan    
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan 
yuridis dalam peta pendaftaran, ,daftar tanah, daftar nama, 
surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian.” 
Oleh karenanya ketepatan, kepastian dan kebenaran informasi yang tertuang dalam 
akta yang dibuatnya sangat menentukan bagi proses pendaftaran dan perlindungan 
hak atas tanah warga masyarakat dalam hal terjadi perubahan pemilikan hak atas 
tanah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah R.I. 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Disebutkan bahwa : 
“(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan 
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan, kecuali kegiatan tertentu yang oleh 
Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-undangan yang 
bersangkutan di tugaskan kepada Pejabat lain. 
= Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan 
pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan 
 Tertentu   yang   oleh   Peraturan   Pemerintah   ini  
atau  perundang--undangan yang bersangkutan 
ditugaskan kepada Pejabat lain. 
= Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala 
Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat 
lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-





dan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan.” 
 
 Pendaftaran hak atas tanah  merupakan  hal  yang  penting  dalam 
pengadministrasian hak atas tanah  demi  untuk  mengamankan  hak-hak 
seseorang   atas  tanah  dan  demi  terwujudnya  penatagunaan  tanah 
serta administrasi pertanahan yang akurat dan terjamin,  
merupakanKewajiban Negara untuk melaksanakan tugas kepemilikan hak 
atas tanah untuk kepentingan warganya dan Negara itu sendiri. Dengan 
kata lain, dilakukannya  administrasi  di  bidang  pertanahan  dengan  baik 
adalah untuk segera terwujudnya jaminan hukum atas tanah seseorang, baik 
untuk di haki sebagai milik maupun dimanfaatkan sebagai kepunyaannya, 
maka Negara dalam hal ini Instansi Pertanahan Terkait harus memprioritaskan 
tugas ini, sehingga proses pendaftaran, peralihan, pemecahan dan pemanfaatan 
hak  atas  tanah  dapat  teratasi dengan baik, karena apabila tidak dilaksanakan 
administrasi di bidang pertanahan maka akan menimbulkan permasalahan 
dikemudian hari. Tujuan dari pada pendaftaran tanah tertuang dalam Pasal  
3 Peraturan   Pemerintah   R.I.   Nomor  24   Tahun   1997   tentang   
Pendaftaran  
 
Tanah, yang berbunyi : 
“a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan 





mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang 
sudah terdaftar; 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.” 
dan dalam Pasal 4 ayat (1) nya disebutkan bahwa : 
“ Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada 
pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak 
atas tanah.” 
Pengertian sertipikat tercantum dalam Pasal  32  Peraturan  
Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah : 
“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 
data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 
hak yang bersangkutan. 
= Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan 
sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum 
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu 
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan 
yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan 
ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertipikat tersebut.” 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, jelas sudah bahwa sekali bidang tanah sudah 
disertipikat maka   tidak  mudah  bagi  orang  lain  atau  pihak manapun 
untuk merebutnya dari tangan pemilik sertipikat, apalagi bila “usia” 
sertipikat itu telah melampaui  masa  ”balitanya”.  Sangat  berat dan 
merepotkan persyaratan dan prosedur yang harus  ditempuh  oleh pihak 










Berbeda dengan tanah yang belum disertipikatkan, di 
mana jaminan kepastian hukumnya lemah sebab data yuridis maupun data fisik 
untuk tanah yang  belum  disertipikatkan sangatlah minim dipunyai oleh 
Instansi Pertanahan terkait,  dengan  kata  lain bahwa  daftar  
riwayat/warkah  bidang-bidang  tanah  seperti  diperlihat kan oleh isi  
Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas”bagi bidang tanah yang 
belum  didaftarkan    disertipikatkan  seperti  pada lampiran tersebut itu 
belum dipunyai oleh Instansi Pertanahan terkait. 




a) Para  pemilik  tanah   dengan   mudah   membuktikan  
haknya  dengan memberikan surat tanda bukti hak atas 
tanah, yang  berupa  sertipikat; 
 
b) Mereka yang memerlukan keterangan dengan mudah 
memperolehnya karena terbuka untuk umum, di mana 
semua data hak atas tanah yang didaftar disimpan di 
Instansi Pertanahan terkait. Kepada mereka yang 
memerlukan diberikan keterangan tertulis, yang berupa 
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; 
b).Memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sah suatu 
perbuatan     hukum    mengenai     hak    atas    tanah    dan  
untuk menjamin kepastian hukum. 
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c) Memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya 
suatu perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan 
untuk menjamin kepastian hukum. 
 
Sertipikat hak atas tanah mempunyai arti dan peranan 
yang sangat penting bagi pemegang hak atas tanah, 
yaitu :
 
= Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah; 
 
= Dapat dijadikan agunan/jaminan hutang; 
 
= Dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa 
dengan pihak lain; 
= Memperkuat posisi tawar-menawar apabila hak atas tanah 
diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan; 
 
= Mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak 
atas tanah. 
Hal tersebut dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah secara tertib dan 
Hal tersebut dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah secara tertib 
dan teratur merupakan salah satu perwujutan dari pada pelaksanaan Catur 
Tertib Pertanahan yaitu : 
 
1. Tertib Hukum Pertanahan; 
 
2. Tertib Administrasi Pertanahan; 
 
3. Tertib Penggunaan Tanah; 
 
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup. 
 
Instansi Pertanahan terkait Kabupaten Tegal  untuk mencapai tujuan di 
atas telah mengambil langkah–langkah dengan memberdayakan segala 





Pertanahan telah berupaya sedemikian rupa, namun dalam kenyataannya 
sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum mendaftarkan 
hak-hak atas tanahnya. Berbagai faktor mungkin mempengaruhi minat untuk 
mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi jumlah hak 
atas tanah yang terdaftar di Instansi  Pertanahan terkait. 
 
B. Upaya-Upaya    Yang   Di    Lakukan    Guna    Menjamin Kepastian  
Hukum Mengenai Permasalahan Di Bidang Pertanahan Di Tegal 
Pendaftaran hak atas tanah sebagai wujud jaminan kepastian hukum hak atas 
tanah di Kabupaten Tegal merupakan bagian dari kegiatan raksasa yang 
menjadi tantangan sangat besar bagi Pemerintah pada masa yang akan 
datang, hal ini mengingat wilayah Kabupaten Tegal sebagian besar 
penduduknya berprofesi sebagai petani. di mana diperkirakan pada tahun 
2008 memiliki jumlah bidang tanah yang memenuhi persyaratan untuk didaftar 
di luar tanah kehutanan sekitar 481.060 (empat ratus delapan puluh satu ribu 
enam puluh) persil. Sedangkan jumlah bidang tanah yang mampu didaftar 
atau disertipikatkan selama kurun waktu 48 tahun sejak diterbitkannya UUPA 
pada tanggal 24 September 1960 hingga tahun 2008 semester II baru 
mencapai sebesar 144.318 (seratus empat puluh empat ribu tiga ratus 
delapan belas) atau sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total bidang tanah 
tersebut. 
 Pemerintah dalam hal ini Instansi Pertanahan terkait mengemban 
visi dan misi pengelola tanah demi mewujudkan kesejahteraan seluruh 





33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang diberi 
kewenangan mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan   di 
wilayah Kabupaten Tegal masih sangat terbatas kemampuannya untuk 
mendaftarkan setiap bidang tanah yang ada. Di Instansi Pertanahan terkait 
Kabupaten Tegal terus berupaya untuk mendorong meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat agar mendaftarkan hak atas tanah demi 
terwujudnya kepastian hukum di bidang pertanahan. 
 
 Berdasarkan penelitian penulis atas kebijakan Intansi Pertanahan 
terkait Kabupaten Tegal dalam rangka untuk menyelesaikan pensertipikatan 
hak atas tanah di seluruh Kabupaten Tegal yang dibutuhkan waktu ratusan 
tahun atau beberapa generasi, untuk itu Kantor Pertanahan mengeluarkan 
beberapa kebijakan sekaligus melakukan terobosan-terobosan di bidang 
pertanahan agar hak atas tanah yang belum bersertipikat dapat diselesaikan 
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, bahkan masih bisa dipercepat lagi 
dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam 
rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, Instansi Pertanahan 
terkait Kabupaten Tegal menempuh berbagai kebijakan pembangunan 
pertanahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang salah satunya 
dengan meningkatkan program perserpikatan massal untuk masyarakat 
miskin khususnya pelaku usaha kecil (UKM) melalui program Pensertipikatan 
Swadaya Masyarakat (PSM) dengan menjalin kerjasama dengan Bank Jateng 
dan Koperasi setempat. 
 Selain itu untuk kedepannya Instansi Pertanahan terkait Kabupaten 





tanah dengan sistem  untuk menjangkau masyarakat diantaranya dengan 
fasilitas Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah , komputerisasi Instansi 
Pertanahan terkait, dan sosialisasi pendaftaran tanah. Atas dasar itulah dalam 
upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah, Instansi Pertanahan terkait 
akan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan yaitu : 
 
Untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Instansi Pertanahan di Masa Mendatang, 
Instansi Pertanahan terkait Mulai Mengembangkan Program Koputerisasi Instansi 
Pertanahan terkait. Instansi Pertanahan terkait merupakan basis terdepan 
dalam kegiatan pelayanan. Pelayanan pertanahan pada Instansi Pertanahan 
terkait pada prinsipnya adalah pelayanan data dan informasi pertanahan. Data 
yang tersimpan di terkait Pertanahan terkait merupakan data yang diperoleh 
dan diolah melalui proses yang rumit dan panjang mengikuti aturan yang 
tertuang pada Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2005 tentang Standar 
Prosedur Opersional Pelayanan Pertanahan (SPOPP). Pembaruan data selalu 
dilakukan apabila terjadi perubahan pada subyek atau obyek hak atas tanah. 
Karena  sifatnya yang sangat dinamis, maka data pertanahan mempunyai 
tingkat pengambilan (retrievel) dan pembaruan (up dated) yang cukup tinggi.  
Pembaruan data selalu dilakukan apabila terjadi perubahan pada subyek atau 
obyek hak atas tanah. Karena yang sifatnya yang sangat dinamis, maka data 
pertanahan mempunyai tingkat pengambilan (retrievel) dan pembaruan (up 
dated) yang cukup tinggi. Di satu sisi membutuhkan kecepatan dengan 
standar yang sudah ditetapkan dalam menarik atau mengambil data, di sisi 
lain akan membutuhkan persyaratan dalam penyimpanan data (storage) yang 
dapat mendukung proses pengambilan data tersebut. Proses pengambilan, 





dengan sangat mudah dilakukan teknologi informasi dengan mudah dan 
cepat. Dengan demikian dapat dibayangkan apabila data pertanahan disimpan 
dalam suatu penyimpanan yang berbasis teknologi informasi, sedangkan 
pengolahan dilakukan dengan kecanggihan aplikasi perangkat lunak, semua 
proses pelayanan data pertanahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.35 
Beberapa keuntungan dalam pelaksanaan KKP antara lain :  
a. Transparansi pelayanan, karena masyarakat dapat memperoleh 
informasi secara langsung dalam hal biaya, waktu pelaksanaan 
 
dan kepastian penyelesaiannya; 
 
b. Efisiensi waktu, merupakan kunci utama dalam optimalisasi 
pemanfaatan data base elektronik; 
c. Kualitas data dapat diandalkan karena pemberian nomor-nomor Daftar 
Isian dilakukan oleh sistem secara otomatis; 
d. Sistem Informasi Eksekutif yang memungkinkan para pengambil keputusan 
untuk dapat memperoleh dan menganalisa data sehingga menghasilkan 
informasi yang terintegrasi; 
e. Pertukaran data dalam rangka membangun  pelayanan  pemerintah  secara  
 terpadu dan memgembangkan perencanaan pembangunan berbasis 
data spasial. 
 
                                                                   
 35 Kajian dan Artikel, Membangun Sistem Informasi Pertanahan Melalui 










Pembangunan Komputerisasi Kantor Pertanahan tidak hanya memberikan 
pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
secara on-line system, tetapi sekaligus membangun basis data digital. 
 
Berdasarkan penelitian dilapangan program tersebut sampai sekarang belum 
terealisasi atau belum terwujud. 
 
2. Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (Larasita) 
Larasita adalah Istansi Pertanahan terkait yang bergerak. Latar belakang 
program ini disebabkan unit terendah Instansi Pertanahan terkait hanya terdapat 
 
di ibu kota kabupaten. Sementara, sebagian besar rakyat tinggal di pedesaan. 
Sehingga, dengan terobosan ini mayoritas rakyat dapat terlayani dalam program 
sertipikasi pertanahan. Sebab, dengan mobile office petugas Instansi Pertanahan 
terkait Kabupaten Tegal dapat melayani rakyat hingga ke pelosok dengan mobil 




a. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan 
pembaruan agraria nasional (reforma agraria); 
 
b. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan 
masyarakat di bidang pertanahan; 
 
c. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah 
terlantar; 











e. Memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah 
yang mungkin diselesaikan di lapangan; 
 
f. Menyambungkan program BPN-RI dengan aspirasi 
yang berkembang di masyarakat; 
 
g. Meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis program tersebut juga belum terealisasi, 
padahal program larasita merupakan inovasi sesuai dengan keinginan yang di 
harapkan oleh masyarakat, hal tersebut dapat terlihat bahwa : 
Mayoritas masyarakat memang berada di pedesaan, oleh sebab itu yang 
diperlukan adalah koordinasi antara BPN dengan pemerintah daerah yang 
mempunyai akses sampai ke pemerintah desa bahkan Rukun Tetangga. 
Meskipun program ini terlihat boros mulai dari pengadaan, operasional hingga 
efektifitas sasaran, namun program ini merupakan solusi untuk lebih mendekatkan 
pelayanan Instansi Pertanahan terkait kapada masyarakat. Dengan layanan ini 
pengurusan surat-surat tanah bisa secara langsung, cepat, dan tepat, dengan 
begitu dapat dilakukan pengurusan berbagai hal menyangkut tanah tanpa harus 
antri panjang di Instansi Pertanahan terkait. 
 
 Terobosan layanan terpadu ini sekaligus merupakan jawaban dari 
kebutuhan masyarakat di tengah kesibukan mencari nafkah yang banyak menyita 
waktu, karena petugas Instansi Pertanahan tarkait akan mengunjugi setiap desa, 
disetiap kecamatan untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan, terutama 
di desa-desa yang jauh jaraknya dari Kantor Pertanahan untuk melayani 
masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat 
dipertanggung jawabkan. Dengan kehadiran larasita masyarakat menjadi 





berbagai surat tanah tidak lagi memakan waktu yang lama dan mengeluarkan 
uang yang banyak. 
 
 Dengan adanya pelayanan tersebut akan terwujud bentuk 
persamaan pelayanan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya 
masyarakat yang rendah aksesibilitas untuk datang ke Instansi pertanahan 
terkait. Percepatan pendaftaran diharapkan dapat terwujud apabila bentuk 
pelayanan larasita dapat menjangkau semua wilayah tanah air. 
C. Selain hal di atas dalam upaya untuk meningkatkan pendaftaran hak atas 
tanah Instansi Pertanahan terkait Kabupaten Tegal mulai melakukan penyuluhan 
hukum di bidang pertanahan khususnya mengenai pendaftaran hak atas tanah 
sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka mewadahi 
kesadaran hukum masyarakat mengenai kepastian pemilikan tanahnya, mulai 
dibentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibnah), yang 
merupakan wadah partisipasi masyarakat yang melibatkan secara aktif bersama-
sama melakukan upaya penetapan letak dan batas-batas milik mereka termasuk 
menyelesaikan silang sengketa secara musyawarah dan kemudian memetakan 
bidang tanah milik mereka dalam satu hamparan, dengan menerbitkan sertipikat 
secara massal yang dibiayai secara swadaya. Pembentukan kelompok 
masyarakat itu pada dasarnya merupakan embrio lahirnya pendaftaran hak atas 
tanah yang produknya dapat dijamin kepastian pemiliknya serta diharapkan dapat 
memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah tersebut, baik 
secara normatif maupun sosiologis. 
 
 
 Berdasarkan penelitian dilapangan tindak lanjut pembentukan 





dilaksanakan di daerah-daerah tertentu saja yang pernah diadakan Program 
persertipikatan massal saja. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala 
antara lain terbatasnya sarana dan prasarana. Gerakan tersebut bertujuan untuk 
memberi ruang  partisipasi  kepada  masyarakat  dalam  pengelolaan  
pertanahan,  seperti  
 ruang partisipasi kepada masyarakat dalam pengelolaan pertanahan, seperti 
dalam hal :
37 
a. Pemasangan tanda batas, yang dilakukan bersama-sama secara 
terkoordinir 
Gerakan tersebut bertujuan untuk memberi ruang partisipasi kepada 
masyarakat dalam pengelolaan pertanahan, seperti dalam hal :
38 
a. Pemasangan tanda batas, yang dilakukan bersama-sama secara terkoordinir 
oleh pemilik tanah dan tetangga batasnya; b. Mendorong   pembentukan   
Pokmasdartibnah   (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) oleh 
masyarakat, yang akan berpartisipasi dalam pengelolaan pertanahan. 
Keakraban antara Pokmasdartibnah dengan Instansi Pertanahan terkait  akan 
membuktikan kebenaran dan perwujudan Agenda Pertama dari Sebelas Agenda 
BPN-RI, yaitu "Membangun kepercayaan masyarakat. Keakraban ditandai oleh 
adanya peran Pokmasdartibnah dalam pengelolaan pertanahan, yang berbasis 
pada status Pokmasdartibnah yang swadaya, swakelola, dan swadana. 
                                                                   
 37 Partisipasi Masyarakat, http://sosiologipertanahan. blogspot.com., 
Google, Kamis tanggal 4 Maret 2010. 
38 Partisipasi Masyarakat, http://sosiologipertanahan. blogspot.com., Google, Kamis 












1. Tinjauan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dengan Permasalahan 
Pendaftaran tanah Di Tegal  
Instansi Pertanahan  terkait Kabupaten Tegal mempunyai tugas dan 
dan fungsi BPN, yaitu dalam pembuatan Surat Keputusan 
Pemberian Hak Milik. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut 
kantor pertanahan mempunyai fungsi menyiapkan kegiatan 
pertanahan di bidang pertanahan. 
  
2. Upaya yang dilakukan oleh Instansi Pertanahan terkait Kabupaten 
Tegal dalam upaya yang digunakan untuk menjamin kepastian 
hukum dalam hukum bidang pertanahan yang ada di Kabupaten 
Tegal hak atas tanah di wilayahnya yaitu : dalam memaksimalkan 
program persertipikatan  sebagaimana telah diuraikan di atas dan 
selain itu juga melakukan beberapa terobosan-terobosan pelayanan  
sertipikat  tanah dengan sistem untuk menjangkau masyarakat 
diantaranya melalui komputerisasi Kantor Pertanahan, Layanan Rakyat 
untuk Sertipikat Tanah, dan melakukan penyuluhan hukum di bidang 
pertanahan khususnya mengenai pendaftaran hak atas tanah sebagai 









Dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah penulis 
memberikan saran sebagai berikut : 
 
1. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi secara 
intensif kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun 
elektronik tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah untuk 
memperoleh bukti pemilikan hak berupa sertipikat, sehingga 
masyarakat tidak menganggap bukti pembayaran pajak, seperti petuk, 
pipil, letter C, ketitir, girik, Ipeda atau Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, yang dapat 
memberi jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanahnya. 
 
2. Meningkatkan anggaran biaya penyelenggaraan pensertipikatan hak 
atas tanah secara massal tanpa biaya atau gratis khususnya kepada 
masyarakat yang kurang mampu dan melakukan pembenahan terhadap 
peraturan yang mengatur tentang pendaftaran hak atas  tanah  dengan  
mencantumkan  pasal   yang bersifat memaksa yang memberikan 
sanksi secara  tegas  kepada pemilik hak atas tanah yang  tidak 
mendaftarkan  hak  atas  tanahnya. 
3. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kekuatan hukum 
sertifikat sebaiknya masih harus menggunakan sistem publikasi 
negatif cenderung positif karena melihat kondisi Negara Indonesia 
sistem ini masih sesuai untuk digunakan, sedangkan untuk sistem 
publikasi positif sulit untuk dipakai karena karakter sistem publikasi 
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